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ABSTRAK 

 

    Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 alenia ke-4 menyatakan mengenai pemerintah mempunyai 

kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung kini kewenangan 

terhadap SMA/SMK menjadi teralih. Dalam implementasi, pengalihan 

pengelolaan ini menimbulkan banyak permasalahan baru. Transisi ini 

tidak hanya menyangkut mengenai pelimpahan wewenang namun 

juga menyangkut personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta 

dokumen (P3D). Masalahs dalam skripsi ini: 1.Bagaimana 

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 

2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari 

Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung? 

2.Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung?  

    Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai Implementasi 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 yang 

kemudian ditinjau dari perspekif fiqh siyasah. Penelitian ini termasuk 

penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan 

terhadap perundang-undangan yang ada kemudian langkah 

selanjutnya mencari data secara langsung pada informan. Untuk 

mengetahui Implementasi Pengembalian Kewenangan SMA/SMK 

dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung  

    Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). 

Menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh data 

dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer 

diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan peralihan 

kewenangan SMA/SMK menjadi tanggung jawab Provinsi. 

Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta 

penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dan dokumentasi. 

Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan 

bagaimana pelaksanaan pengembalian kewenangan SMA/SMK dari 



 

iii 

pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab pemerintah 

Provinsi. 

     Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pengembalian kewenangan SMA/SMK dari pemerintah 

Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi telah 

berjalan dengan baik. Proses pelaksanaannya berjalan secara bertahap 

mengingat wilayah Provinsi Lampung yang luas. Peralihan tersebut 

dilihat dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah yang lebih teknis 

menerapkan siyasah tanfiziyah. Di dalam siyasah tanfiziyah segala 

sesuatu yang diterbitkan oleh pemerintah merupakan upaya yang 

dilakukan demi mencapai suatu kemaslahatan dalam bernegara. 

Pelaksanaan peralihan kewenangan ini harus dilaksanakan dengan 

baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan amanah yang telah 

diberikan. 
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MOTTO 

 

                             

                             

 

     “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi 

Maha melihat” 

(Q.S. An-Nisa [4]: 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 

Guna memperjelas judul skripsi agar tidak terjadi kekeliruan 

dalam memahami skripsi ini yang berjudul “Implementasi 

Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung Perspektif Fiqh 

siyasah (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)” maka dari 

itu penulis akan memaparkan beberapa istilah yang ada yaitu 

sebagai berikut : 

1. Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu 

kebijakan dalam kehidupan nyata.
1
 

2. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik 

terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan 

terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat.
2
 

3. Perspektif Fiqh siyasah merupakan pandangan fiqh siyasah. 

Fiqh siyasah sendiri merupakan salah satu aspek hukum 

Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
3
 Tapi yang 

dimaksudkan di sini adalah fiqh siyasah dusturiyah yaitu 

salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membahas 

mengenai masalah perundang-undangan negara agar sesuai 

dengan syariat Islam atau nilai-nilai syariat.
4
 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 

Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari 

Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi 

                                                     
 1

 Departemen Pendidikan Nasional, KBBI - Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019. 1216. 

 
2
 Backy Krisnayuda, Pancasila & Undang-Undang (Jakarta: 

Kencana, 2016). 69. 

 
3
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik 

Islam (Jakarta: Kencana, 2016). 4. 

 
4
 Cholida Hanum, “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan 

Siyasah Dusturiyyah,” Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 4, no. 2 

(2019), https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530. 125. 
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Lampung merupakan suatu kebijakan yang di keluarkan 

Pemerintah Daerah (Perda) untuk mengembalikan 

kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5
 

5. Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 

2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari 

Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi 

Lampung menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi 

secara seksama melakukan inventarisasi personel, 

pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) 

sebagai akibat pengalihan kewenangan Pendidikan 

Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah 

Provinsi paling lambat bulan Desember 2016.
6
 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa, 

yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian 

mengenai kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi dalam 

pengelolaan SMA/SMK dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan, pemerataan dibidang pendidikan, dan menurunkan 

kesenjangan kualitas pendidikan setelah diterbitkannya Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung yang 

kemudian dianalisis menurut fiqh siyasah. 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

                                                     
 

5
 Pemerintah Provinsi Lampung, “Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan 

SMA/SMK Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi 

Lampung” (2016). 

 
6
 Ibid. 
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diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7 

Dengan 

kualitas pendidikan yang baik dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dalam suatu negara, sehingga dapat 

memajukan negara tersebut. Guna meningkatkan kualitas 

pendidikan Indonesia pemerintah membuat berbagai kebijakan 

sebagai landasan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 alenia ke-4 menyatakan mengenai pemerintah 

mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam rangka mencerdaskan bangsa tersebut pemerintah wajib 

memberikan pendidikan yang layak kepada rakyat Indonesia. 

Lebih jelas UUD 1945 pasal 31 angka (1) menyatakan “Tiap-tiap 

warga negara berhak mendapat pengajaran, dan angka” (2) 

menyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 

satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-

undang”. Oleh sebab itu, dalam rangka keseriusan pemerintah, 

pemerintah daerah mengalokasikan sebanyak sekurang-

kuranngnya 20% dana dari APBD untuk sektor pendidikan 

wilayah Indonesia.
8
 

Diterbitkannya Undang-Undang yang lebih baru bertujuan 

untuk memperbaiki Undang-Undang yang sebelumnya memiliki 

kelemahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah telah dicabut kemudian diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah. Adapun kelemahan Undang-Undang tersebut yaitu (1) 

ketidakpastian pengaturan dalam undang-undang ini seringkali 

menimbulkan interpretasi yang berbeda dari berbagai kelompok 

kepentingan; (2) perlunya penambahan pengaturan baru 

tentang pelayanan publik dan partisipasi masyarakat; (3) 

banyaknya urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke 

kabupaten/kota tidak sejalan dengan sumber pendanaan yang 

                                                     
 

7
 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional” (2003). 

 
8
 Sulpakar, “Ketua DPR Bambang Soesatyo Meminta Pemerintah 

Daerah Merealisasikan Anggaran Pendidikan Sekurang-Kurangnya 20 Persen 

Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).,” Dinas Pendidikan 

Dan Kebudayaan Provinsi Lampung, November 12, 2019. 
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dialokasikan, banyaknya urusan pemerintahan cenderung 

membuat pemerintahan daerah dengan otonomi luasnya 

memperbanyak struktur kelembagaan sehingga terjadilah 

pembengkakan biaya aparatur atau overhead cost.  

Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk meminimalisir hal 

tersebut, dalam undang-undang pemerintahan daerah yang baru 

ini pemerintah memangkas 31 urusan pemerintahan 

kabupaten/kota menjadi 20 urusan pemerintahan. Urusan 

pemerintahan yang tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah 

daerah kabupaten/kota salah satu diantaranya adalah kewenangan 

dalam mengelola pendidikan menengah.
9
 

Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah ini berlaku terjadi beberapa perubahan 

terutama mengenai pengelolaan dan kewenangan pendidikan 

sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruasn 

(SMA/SMK) yang awalnya merupakan tanggungjawab 

pemerintah kabupaten/kota kini naik menjadi tanggungjawab 

provinsi dan sudah harus mulai dijalankan terhitung Januari 2017. 

Komponen penting dalam bidang pendidikan salah satunya 

yaitu mengenai pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan 

yang baik dapat menghasilkan pelayanan yang baik pula. 

Pengelolaan pendidikan merupakan pengaturan kewenangan 

dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh 

pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, 

penyelenggra pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan 

satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10

 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 

Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung dikeluarkan 

                                                     
 

9
 Sella Nova Damayanti, “Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan 

Kewenangan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kota Surabaya Ke 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No . 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah,” Kebijakan Dan Manajemen Publik 5, no. 23 

(2014). 1.  

 
10

 Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah No. 17 

Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan” (2010). 
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guna mempertagas kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan lebih menjelaskan 

dengan detail mengenai bagaimanan pengelolaan pengembalian 

kewenangan tersebut. 

Pengalihan kewenangan pendidikan bertujuan untuk 

memudahkan pemerintah Provinsi meratakan kebijakan 

pengelolaan pendidikan. Hal tersebut untuk mendorong 

terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah 

daerah dalam menyejahtrakan rakyat. Baik meliputi peningkatan 

pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing 

daerah. Alih kelola ini berimplikasi terhadap pola kewenangan 

pemerintah daerah, antara lain baik dalam segi administratif, 

teknis, maupun keuangan.
11

 

Dalam pelaksanaannya, urusan pengalihan pengelolaan ini 

menimbulkan banyak permasalahan baru. Transisi ini tidak hanya 

menyangkut mengenai pelimpahan wewenang namun juga 

menyangkut mengenai personel, pendanaan, sarana dan 

prasarana, serta dokumen (P3D)
12

. Dengan banyaknya jumlah 

sekolah yang ada di Provinsi tidak memungkinkan pemerintah 

Provinsi dapat menjangkau seluruh sekolah yang ada secara 

maksimal. Sehingga, kontribusi yang diberikanpun sedikit sekali, 

berbeda ketika di pegang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
13

 

Selain mengenai pelayanan pendidikan, terhadap masalah lain 

pada pemerintah Provinsi yaitu kemampuan anggaran. Sebelum 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintah Daerah banyak pemerintah Kabupaten/Kota 

yang menyelanggarakan sekolah gratis. Ketika alih wewenang 

                                                     
 

11
 Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, “Tinjauan 

Yuridis Pengalihan Aset Tetappendidikan Menengah Atas Dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi” (Kalimantan Tengah, 2014), 

1–13. 

 
12

 Venty Eka Satya, “Analisis Pengalihan Aset SMA / SMK Sebagai 

Dampak Dari Pengalihan Pengelolaan Urusan Pemerintah Di Bidang 

Pendidikan : Studi Di Provinsi Banten” 10, no. 2 (2019). 78. 

 
13

 Heru Guntoro, “Pengelolaan SMA/SMK, Herman HN Minta Hal 

Ini Ke DPD RI,” Gesuri.Id, 2020, 

https://www.gesuri.id/pemerintahan/pengelolaan-sma-smk-herman-hn-minta-

hal- ini-ke-dpd-ri-b1YQLZuXr. 
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dilaksanakan namun tidak dibarengi anggaran yang dinaikkan 

mengakibatkan program sekolah gratis tersebut membebani 

pemerintah provinsi. Akibatnya, program tersebut terpaksa tidak 

dapat dilanjutkan oleh pemerintah Provinsi. 

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintah bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekertaris Daerah. Dinas pendidikan terletak 

diseluruh wilayah Indonesia. 

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia 

bagi manusia itu sendiri.
14

 Di dalam fiqh siyasah terbagi menjadi 

beberapa ruang lingkup salah satunya yaitu siyasah dusturiyah. 

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang 

membahas mengenai perundang-undangan. Di mana, perundang-

undangan tersebut mengatur antara pemimpin dengan rakyatnya 

sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang adil, makmur, 

aman, dan sejahtera. Di dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tertuang alenia kempat 

yang menyatakan bahwa pemerintah wajib mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Implementasi 

Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung Perspektif 

Fiqh siyasah (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung). 

Sebagai argumen pentingnya masalah ini diteliti: Pertama, 

pendidikan merupakan hal terpenting untuk negara sehingga 

dengan pendidikan yang baik dan terencana dapat terbentuk 

masyarakat yang cerdas serta sumber daya manusia yang 

berkualitas. Kedua, peralihan kewenangan ini dimaksudkan untuk 

menciptaan kesetaraan pendidikan di seluruh negeri dengan 

pengelolaan yang baik.  

 

 

                                                     
 

14
 Iqbal, Fiqh Siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam. 4. 
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C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas 

maka fokus penelitiannya adalah implementasi pengelolaan 

kewenangan bidang pendidikan SMA/SMK di Provinsi 

Lampung. Sedangkan sub fokus penelitian ini yaitu tentang:  

1. Sistematika pengelolaan setelah pengalihan kewenangan. 

2. Dampak positif dan negatif dari alih wewenang tersebut.  

3. Peran pemerintah provinsi dalam memajukan kecerdasan 

bangsa yang merata khususnya di Provinsi Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, untuk 

mempermudah dan membatasi masalah yang akan diteliti. Maka 

dari itu terdapat beberapa rumusan masalah yang diperoleh, yaitu 

: 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian 

Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota 

Ke Pemerintah Provinsi Lampung? 

2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap Implementasi 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 

Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari 

Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi 

Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di dalam rumusan 

masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian 

Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke 

Pemerintah Provinsi Lampung 

 



8 

2. Mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi  

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 

Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari 

Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi 

Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

     Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi bagi  pengembangkan keilmuan politik dalam 

Islam. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi kepada UIN Raden Intan Lampung 

khususnya Prodi Hukum Tata Negara. 

 

2. Manfaat Praktis 

     Dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan 

informasi pengembangkan  ilmu pengetahuan khususnya di 

bidang pendidikan dan dapat membangun sumber daya 

manusia yang berkualitas di Provinsi Lampung. Selain itu 

juga dapat mengembangkan ilmu yang relevan bertujuan 

untuk membangun Provinsi Lampung berpendidikan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Masalah mengenai peralihan pengelolaan kewenangan banyak 

terjadi di Indonesia. Sehingga penelitian ini telah banyak 

dilakukan diberbagai daerah yang terdampak oleh peralihan 

kewenangan ini. Namun, karena masih banyak hal menarik yang 

dapat diteliti maka penulis tertarik untuk membahasnya kembali 

khususnya tentang Transisi Peralihan Pengelolaan Kewenangan 

Bidang Pendidikan SMA/SMK Setelah di terbitkannya Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung. Karya 

sebelumnya yang membahas mengenai Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut: 

1. Imam Prasetyo (2017), skripsi dengan judul  “Implementasi 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
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Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kota Blitar)” Hasil 

penelitian diketahui bahwa pendidikan merupakan urusan 

pemerintahan yang dapat dibagi antara pemerintah pusat, 

daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Maka, 

kewenagan tersebut bisa diberikan ke daerah baik provinsi 

maupun kabupaten/kota dan wajib didukung sepenuhnya. 

Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Imam yaitu 

tentang alih kewenangan yang dibentukan kedalam fiqh 

siyasah. Sedangkan perbedannya adalah Imam lebih 

membahas mengenai latar belakang ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

SMA/SMK, sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas 

mengenai penerapan dari Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian 

Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota 

Ke Pemerintah Provinsi Lampung.
15

  

2. M. Helmi (2018), skripsi dengen judul “Implikasi 

berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan dan 

Anggaran Pendidikan Menengah Di Daerah Istimewa 

Yogyakarta” Hasil penelitian diketahui bahwa pergeseran 

kewenangan pendidikan dilatarbelakangi oleh upaya 

merumuskan kembali konsep ideal otonomi yang telah 

mengalami penggemukan. Pergeseran kewenangan 

berimpikasi terhadap politik hukum penyelenggaraan 

pendidikan menengah di DIY serta terjadi peralihan asset 

pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke Provinsi DIY. 

Persamaan skripsi ini dengan skripsi M. Helmi yaitu 

membahas mengenai pengalihan kewenangan dari 

pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. 

Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan Helmi yaitu 

membahas mengenai Impikasi Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sedangkan skripsi 

                                                     
15

 Imam Prasetyo, “Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Sma/Smk Ke Provinsi (Studi Kasus Di Kota 

Blitar) Skripsi” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017). 
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ini membahas mengenai Implementasi dari Peraturan Daerah 

Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung.
16

 

3. Ahmad Yusuf Iskandar (2018), skripsi dengan judul 

“Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam 

Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Sederajat Dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah 

(Studi Kasus Di Kabupaten Dan Kota Mojokerto)” Hasil 

penelitian diketahui bahwa dari kebijakan alih kelola 

SMA/SMK di wilayah Mojokerto Raya terdapat dampak 

yang timbul, antara lain, di Kabupaten Mojokerto 

mempunyai program merevitalisasi sekolah dan menjadi 

sekolah bertaraf internasional dengan adanya kebijakan 

tersebut maka Pemkab Mojokerto batal melaksanakan 

program tersebut, dan kehilangan aset sekolah, di Kota 

Mojokerto juga menghapus program pendidikan gratis 

jenjang SMA/SMK, sehingga orang tua kembali membayar 

SPP dan kehilangan aset sekolah. Persamaan skripsi ini yaitu 

membahas mengenai pengelolaan pengambilalihan 

SMA/SMK. Sedangankan, perbedaannya yaitu penelitian ini 

lebih terfokus pada kewenangan pemerintah dalam 

pengelolaan SMA/SMK.
17

 

4. Nunik Retno Herawati (2017),  jurnal dengan judul 

“Analisis Politik Alih Kewenangan Pengelolaan Guru 

SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada 

Pemerintah Provinsi” Hasil penelitian diketahui bahwa 

dengan alih kewenangan pendidikan menengah dari 

Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi maka 

                                                     
 

16
 M Helmi, “Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Dan 

Anggaran Pendidikan Menengah Di Daerah Istimewa Yogyakarta” (UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018). 
17

 Ahmad Yusuf Iskandar, “Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur Dalam Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Sederajat Pemerintahan 

Daerah Dalam Perspektif Siyasah” (UIN Sunan Ampel, 2018). 
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guru dan tenaga kependidikan yang semula berstatus PNS 

Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi PNS Daerah 

Provinsi. Persamaan skripsi ini dengan jurnal oleh Nunik 

yaitu membahasi mengenai efek dari alih kewenangan 

Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan 

pemerintah Provinsi. Sedangkan perbedaannya yaitu, dalam 

jurnal Nunik yaitu jurnal ini terfokus kepada pengelolaan 

Guru SMA/SMK, sedangkan dalam penelitian ini tidak 

terfokuskan dan lebih umum dan menyeluruh.
18

 

5. Venty Eka Satya (2019),  jurnal dengan judul “Analisis 

Pengalihan Aset SMA/SMK sebagai Dampak dari 

Pengalihan Pengelolaan Urusan Pemerintah di Bidang 

Pendidikan: Studi di Provinsi Banten”  Hasil penelitian 

diketahui bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses 

pengalihan aset dari pemerintah kabupaten/kota ke 

pemerintah pusat antara lain singkatnya waktu yang 

diberikan oleh pemerintah pusat terhadap serah terima aset, 

banyaknya aset yang tidak memiliki dokumen lengkap, serta 

keterbatasan personel. Persamaan jurnal ini dengan 

penelitian ini yaitu membahas mengenai pengalihan 

kewenangan di bidang pendidikan. Sedangkan perbedaannya 

yaitu, penelitian ini lebih membahas mengenai kendala-

kendala yang terjadi dalam proses pengalihan aset dalam 

pengelolaan SMA/SMK. 

 

H. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh 

data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata 

kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, 

kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan 

                                                     
 

18
 Nunik Retno Herawati, “Analisis Politik Alih Kewenangan 

Pengelolaan Guru Sma/Smk Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada 

Pemerintah Provinsi,” Jurnal Ilmu Sosial 16, no. 2 (2018): 72, 

https://doi.org/10.14710/jis.16.2.2017.72-93. 
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sistematis. Rasionalitas artinya kegiatan penelitian dilakukan 

dengan cara yang bermakna agar nalar manusia dapat mencapai 

tujuannya. Penelitian rasional adalah penelitian yang 

menggunakan teori.
11

  

Untuk itu peneliti menggunakan metode-metode sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

 

a. Jenis Penelitian 

 

     Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research). Dengan menggunakan metode normatif-empiris. 

Dimana peneliti mencari tau bagaimana penerapan dari 

sebuah Undang-Undang yang ada dikehidupan nyata. 

Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai 

implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 

9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan 

SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke 

Pemerintah Provinsi Lampung di Provinsi Lampung. 

 

b. Sifat Penelitian 

 

      Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan 

menganalisa mengenai subjek yang diteliti dalam fakta 

yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk menguji 

hipotesis.
19

 Yaitu mendeskripsikan mengenai Implementasi 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 

Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari 

Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi 

Lampung. 

 

 

 

                                                     
 

19
 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Grafika, 2011). 

105. 
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2. Sumber Data Penelitian 

  

a. Data Primer 

 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama tanpa ada intervensi dari pihak lain 

melalui metode wawancara. Dalam hal ini penulis 

memperoleh sumber pertama yaitu melalui informan dari 

Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, SMAN 1 Liwa, dan 

SMKN 1 Liwa yang mengetahui secara langsung 

bagaimana peralihan pengelolaan kewenangan SMA/SMK 

di Provinsi Lampung. 

b. Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

kedua digunakan sebagai penunjang dari data primer. 

Dalam hal ini antara lain mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku  hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan, bukuharian, dan seterusnya.
12 

Perolehan 

data pada penelitian ini dapat diperoleh media massa 

secara online atau surat kabar.  

Selain itu data sekunder yang didukung dengan buku-

buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul 

penelitian. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

     Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karatkteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
20

 Populasi pada 

prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, 

binatang, hewan, pristiwa, atau benda yang tinggal 

                                                     
 

20
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D., 

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D., Kedua (Bandung: 

Alfabeta, 2018). 126. 
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bersama yang mempunyai saling keterkaitan tertentu. 

Adapun yang menjadi objek populasi dari penelitian ini 

yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Lampung serta 520 SMA 

Negeri dan 492 SMK Negeri yang ada di Provinsi 

Lampung . 

b.  Sampel 

     Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil 

dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik 

tertentu, jelas, lengkap, serta dianggap dapat mewakili 

populasi. Tujuan peneliti mengambil sampel yaitu untuk 

memperoleh keterangan mengenai objek yang diteliti 

dengan jalan hanya mengambil sebagian dari populasi 

yang jumlahnya banyak. sampel yang akan digunakan 

adalah purposive sampling, yaitu di mana peneliti 

menentukan sampel yang akan diambil yang kemudian 

penentuan sampel menggunakan teknik pertimbangan 

tertentu sehingga layak dijadikan sampel.
21

 Maka, sampel 

tidak diambil secara acak, namun ditentukan sendiri oleh 

peneliti. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 

1) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung beserta 

kesekretariatannya (berjumlah dua orang). 

2) SMA/SMK Negeri yang ada di Provinsi Lampung 

sebanyak empat informan yang terdiri dari perwakilan 

SMA Negeri 3 Bandar Lampung, SMK Negeri 4 

Bandar Lampung, SMA Negeri 1 Liwa, dan SMK 

Negeri 1 Liwa. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 

a. Observasi 

     Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

sekaligus untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan.
22

 Observasi yang digunakan yaitu dengan 

                                                     
 

21
 Ibid.133. 

22
 Ali, Metode Penelitian Hukum, 108. 
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mengamati implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan 

SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah 

Provinsi Lampung. 

b. Wawancara 

    Jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan 

untuk menemukan masalah yang harus diteliti, dan peneliti 

ingin mengetahui lebih dalam informasi dari responden dan 

jumlah responden yang sedikit atau kecil, wawancara dapat 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara 

dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur, dan 

dapat dilakukan secara tatap muka (Face to Face) atau 

melalui telepon.
23

 

     Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara 

dengan menggunakan Narasumber yaitu  Kepala Bidang 

SMA/SMK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, SMA 

Negeri 1 Liwa, dan SMK Negeri 1 Liwa dengan membahas 

mengenai bagaimana pengelolaan SMA/SMK setelah 

terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 

Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan 

SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah 

Provinsi Lampung. 

 

c. Dokumentasi 

 

    Dokumentasi adalah metode pengumpulan arsip, 

dokumen, buku- buku, dan sebagainya untuk mendukung 

penelitian ini. Buku-buku yang digunakan yaitu Fiqh 

siyasah, Pengantar Pemerintahan Daerah, Pengantar 

Hukum Tata Negara Indonesia, Dinamika Politik Hukum 

Indonesia, dll.  

 

 

                                                     
23

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum 

(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015). 12. 
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5. Teknik Pengolahan Data 

 

    Setelah data terkumpul dan dirasa cukup, maka data 

tersebut harus diolah. Pengolahan data harus dilakukan secara 

sistematis sesuai dengan kode etik  yang ada. Pengolahan data 

yang biasa dilakukan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang 

telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi 

kesalahan maupun kekurangan dalam pertanyaan. 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data yang 

diperoleh dari lapangan ataupun literature.
24

 

b. Penandaan Data (Coding), yaitu memberikan catatan atau 

tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak 

cipta, dan urutan rumusan masalah. 

c. Sistematisasi, yaitu pengelompokkan secara sistematis 

data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut 

klasifikasi data dan urutan masalah.
25

 

 

6. Analisis Data 

 

    Analisis data merupakan konseptualisasi proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang telah dikumpulkan 

dari penelitian lapangan melalui wawancara dan buku-buku 

yang ada. 

     Kaitan  hal tersebut dengan skripsi  ini adalah  peneliti  

mencoba menganalisis berdasarkan kondisi nyata di lapangan 

serta pernyataan dari sumber primer. Metode induktif 

digunakan pada saat penulis mencari, mengolah, dan menulis 

skripsi ini berdasarkan  Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan 

SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah 

Provinsi Lampung. 

 

                                                     
 

24
 Emzir, Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Bandung: 

PT Grafindo Persada, 2010). 69. 

 
25

 Muhammad Abdul Khadir, Hukum Dan Penelitian Hukum 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). 9. 
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I. Sistematika Penulisan 

 

    Bab I membahas pendahuluan yang terdiri dari Penegasan 

Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian 

Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Pembahasan.  

     Bab II membahas perspektif teori yang terdiri dari konsep 

Fiqh siyasah serta Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 

Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari 

Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung. 

    Bab III membahas deskripsi information yang terdiri dari 

gambaran umum Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan 

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 

Tahun 2016 Tentang Pengembalian  Kewenangan SMA/SMK 

dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi 

Lampung. 

    Bab IV membahas hasil dari penelitian, yang berisi tentang 

analisis Transisi Pengelolaan Kewenangan SMA/SMK sesuai 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 

Tentang Pengembalian  Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung serta 

Pandangan Fiqh siyasah.  

    Bab V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan, 

rekomendasi, daftar rujukan dan lampiran-lampiran. 



87 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

     Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap 

pelaksanaan pengembalian kewenangan SMA/SMK dari 

Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi dapat disimpulkan: 

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 

Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK 

dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi 

Lampung telah berjalan secara baik sejak tahun 2017. Proses 

pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mengingat luasnya 

wilayah di provinsi Lampung. Dinas pendidikan provinsi 

Lampung melakukan survey secara bergilir dari waktu ke waktu 

ke seluruh sekolah yang ada di provinsi Lampung. Dengan 

adanya peralihan kewenangan ini, proses birokrasi menjadi 

lebih cepat. Tidak hanya itu, kesetaraan pendidikan juga 

tercapai sehingga tidak ada kesenjangan diantara pendidikan 

yang ada di provinsi Lampung. 

2. Analisis fiqh siyasah yang lebih spesifik pada siyasah 

dusturiyah yang menekankan pada Siyasah tanfiziyah terhadap 

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 

Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK 

dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi 

Lampung yaitu Pelaksanaan peralihan kewenangan ini 

merupakan amanah dari pemerintah untuk menyamaratakan 

kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Agar tidak ada lagi 

sekolah yang tertinggal dan kualitasya buruk sehingga dapat 

meningkatkan sumber daya manusia, dimana hal tersebut 

merupakan untuk kemaslahatan umat sendiri hal tersebut sesuai 

dengan siyasah tanfidziyah berkaitan dengan kebijakan 

pemerintah yang berimbas ke dalam kemaslahatan.  
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B. REKOMENDASI 

          Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pendidikan 

khususnya terhadap pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Daerah 

Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian 

Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke 

Pemerintah Provinsi Lampung dikemukanan rekomendasi sebagai 

berikut : 

1. Kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung 

diharapkan akan terus meningkatkan kinerjanya dalam 

rangka pengimplementasian undang-undang tersebut, agar 

pendidikan di provinsi Lampung kualitasnya menjadi rata 

dan semua anak-anak dapat bersekolah hingga ke jenjang 

SMA/SMK bahkan yang lebih tinggi lagi. 

2. Kepada pihak sekolah SMA/SMK di provinsi Lampung 

diharapkan dapat menjalani semua program-program yang 

telah dicanangkan oleh pihak dinas pendidikan provinsi 

dengan baik. 
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Pedoman Wawancara 

Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung 

 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 

9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari 

Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung? 

2. Setelah terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 

2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari 

Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung sistem 

pastinya berubah. Bagaimana dampak dari perubahan tersebut? Serta 

bagaimana penerapan peralihan tersebut? 

3. Dengan personel yang terbatas bagaimana cara pemerintah provinsi 

menjangkau seluruh sekolah yang ada di provinsi Lampung. Agar 

mendapatkan pendidikan yang layak dan setara? 

4. Apasaja dampak positif dan negative dari peralihan kewenangan 

tersebut? 

5. Mengapa alih wewenang ini harus segera dilaksanakan? 

6. Kapan pelaksanaan Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari 

Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pedoman Wawancara 

Kepada SMA/SMK 

 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian 

Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke 

Pemerintah Provinsi Lampung? 

2. Setelah terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 

9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan 

SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah 

Provinsi Lampung sistem pendidikan pastinya berubah. 

Bagaimana dampak dari perubahan tersebut? Serta bagaimana 

penerapan peralihan tersebut disekolah ini? 

3. Apasaja dampak positif dan negative dari peralihan 

kewenangan tersebut? 

4. Dengan situasi masyarakat yang tidak semuanya mampu, 

ditambah lagi pandemic Covid-19 yang mengakibatkan 

banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Terdapat banyak 

sekali orang tua yang tidak mampu membayar SPP atau 

melanjutkan sekolah anaknya ke yang lebih tinggi yang 

sebelumnya digratiskan. Sehingga, banyak anak yang 

menunggak pembayaran, bagaimana peran sekolah ini dalam 

menangani hal tersebut? 

5. Selain permasalahan mengenai uang iuran sekolah, apasaja 

dampak lainnya dari peraturan tersebut? 
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sebagaimana mestinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Surat Keterangan Wawancara 

 

Identitas Responden 

Nama  : Muhammad Yusuf Muis 

 Pekerjaan  : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Liwa 

Menyatakan Bahwa 

 Nama  : Syahwinnur Khairullisan 

 NPM  : 1721020310 

 Fak/Jurusan : Syariah/ Siyasah Syar’iyyah 

 

 Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan 

wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir 

kuliah dengan judul “Implementasi Pengembalian  Kewenangan 

Sma/Smk Dari Pemerintah  Kabupaten/Kota Ke Pemerintah  Provinsi  

Lampung Perspektif  Fiqh Siyasah (Studi pada Dinas Pendidikan 

Provinsi Lampung)” 

 Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan 

sebagaimana mestinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Surat Keterangan Wawancara 

 

Identitas Responden 

Nama  : Ronal 

 Pekerjaan  : Staff Bidang SMA Dinas Pendidikan 

Provinsi Lampung 

Menyatakan Bahwa 

 Nama  : Syahwinnur Khairullisan 

 NPM  : 1721020310 

 Fak/Jurusan : Syariah/ Siyasah Syar’iyyah 

 

 Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan 

wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir 

kuliah dengan judul “Implementasi Pengembalian  Kewenangan 

Sma/Smk Dari Pemerintah  Kabupaten/Kota Ke Pemerintah  Provinsi  

Lampung Perspektif  Fiqh Siyasah (Studi pada Dinas Pendidikan 

Provinsi Lampung)” 

 Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan 

sebagaimana mestinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Surat Keterangan Wawancara 

 

Identitas Responden 

Nama  : Sri Mulatsih 

 Pekerjaan  : Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 4 

Bandar Lampung 

Menyatakan Bahwa 

 Nama  : Syahwinnur Khairullisan 

 NPM  : 1721020310 

 Fak/Jurusan : Syariah/ Siyasah Syar’iyyah 

 

 Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan 

wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir 

kuliah dengan judul “Implementasi Pengembalian  Kewenangan 

Sma/Smk Dari Pemerintah  Kabupaten/Kota Ke Pemerintah  Provinsi  

Lampung Perspektif  Fiqh Siyasah (Studi pada Dinas Pendidikan 

Provinsi Lampung)” 

 Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan 

sebagaimana mestinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Surat Keterangan Wawancara 

 

Identitas Responden 

Nama  : Tri Winarsih 

 Pekerjaan  : Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Liwa 

Menyatakan Bahwa 

 Nama  : Syahwinnur Khairullisan 

 NPM  : 1721020310 

 Fak/Jurusan : Syariah/ Siyasah Syar’iyyah 

 

 Bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan 

wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir 

kuliah dengan judul “Implementasi Pengembalian  Kewenangan 

Sma/Smk Dari Pemerintah  Kabupaten/Kota Ke Pemerintah  Provinsi  

Lampung Perspektif  Fiqh Siyasah (Studi pada Dinas Pendidikan 

Provinsi Lampung)” 

 Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan 

sebagaimana mestinya 

 

 

 

  



 

  









 


